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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,
Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera
Utara.variabel penelitian ini sebanyak empat variabel, yaitu penerapan standar akuntansi
pemerintah (X1), kompetensi aparatur (X2), peran audit internal (Xs) sebagai variabel
independent dan kualitas informasi laporan keuangan () sebagai variabel dependent. Jenis
penelitian ini bersifat asosiatif menggunakan data primer dengan menyebarkan angket dan
wawancara ke responden sebanyak 37 orang di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik sampel sensus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu teknik analisis regresilinear berganda. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji
asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini telah terbebas dari ketiga pengujian tersebut.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi
pemerintah memperoleh nilai sig. Sebesar 0,134 > 0,05 dan nilai -thitung 1,537 < ttaber 2,035,
sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap
kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial
kompetensi aparatur memperoleh nilai sig. Sebesar 0,080 > 0,05 dan nilai -thitung 1,805 < trapel
2,035, sehingga kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi
laporan keuangan. Hasil pengujian ini menunjukkan secara parsial peran audit internal
memperoleh nilai sig. sebesar 0,017 < 0,05 dan nilai -thitung 2,506 > tranel 2,035, sehingga peran
audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan. Dan hasil
penelitian ini menunjukkan dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, Xz dan Xs
secara simultan terhadap Y sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai Fhiung 8,465 > nilai Franel 2,92.
Sehingga secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan
peran audit internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas
informasi laporan keuangan.

Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Peran Audit
Internal Dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan



ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the application of government accounting standards,
apparatus competence, the role of internal audit on the quality of financial statement
information at the Regional Financial Management and Asset Board (BPKAD) of North
Sumatra Province. The variables of this study are four variables, namely the application of
government accounting standards (X1), apparatus competence (Xz2), role of internal audit (Xs)
as independent variable and quality of financial statement information (Y) as dependent
variable. This type of research is associative using primary data by distributing
questionnaires and interviews to respondents as many as 37 people in the Regional Financial
and Asset Management Board (BPKAD) of North Sumatra Province. The sampling technique
used in this research is census sampling technique. Data analysis technique used in this
research is multiple regresilinear analysis technique. Tests conducted using the classical
assumption test in the form of normality test, heterokedastisitas test, and multicollinearity
test. The test results show that this study has been free from all three tests. The results of this
test indicate that partially the application of government accounting standards obtain sig
value. 0.134 > 0.05 and the value -thitung 1.537 < ttaner 2.035, so the application of government
accounting standards have no significant effect on the quality of financial statement
information. The results of this test indicate that partially the competence of apparatus get
the sig value. 0.080 > 0.05 and the value -thitung 1.805 < ttabel 2.035, so the competence of the
apparatus has no significant effect on the quality of financial statement information. The
results of this test show partially the role of internal audit obtained sig value. equal to 0.017
< 0.05 and the value -thitung 2.506 > tianer 2.035, so the role of internal audit significantly
influence the quality of report information. And the results of this study indicate can be
known significant value for the effect of X1, X2 and X3 simultaneously to Y of 0.000 < 0.05
and the value Fhiwng 8.465 > value Frbe 2.92. So simultaneously the application of
government accounting standards, apparatus competence, and the role of internal audit
shows a significant influence on the quality of financial statement information.

Keywords: Implementation of Government Accounting Standard, Competency Apparatus,
Role of Internal Audit, and Quality of Financial Statement Information
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemahaman sistem pemerintahan sedang mengalami perubahan
dari sentralistik menuju desentralistik yang menyebabkan dampak terhadap suatu
hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Setiap pemerintah daerah diberikan
porsi kewenangan yang besar untuk dapat mengelolah keuangan daerahnya.
Menurut Bennet (2010), menyatakan bahwa ‘“Hubungan hak dan kewajiban
pemerintah daerah dalam bentuk penggunaan sumber daya (input) dengan
keluaran (ouput) dan hasil (outcome) yang harusnya dilaksanakan secara efektif
dan efesien oleh pemerintah daerah”.

Pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang, sekaligus dan kewajiban
guna mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, dalam melaksanakan proses
pendelegasian wewenang antara masyarakat selaku principal dengan pemerintah
daerah selaku agen. Widyananda (2008) menyatakan bahwa “Salah satu tujuan
dilaksanakannya otonomi daerah adalah menciptakan good governance yaitu
dengan melakukan pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber
daya melalui suatu proses yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel transparan
serta dapat memenuhi tujuan pelayanan publik yang efektif”.

Terjadinya reformasi pada pengelolaan keuangan pemerintahan yang
dikeluarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara mensyaratkan “Bentuk serta 1isi laporan pertanggungjawaban
APBN/APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah”. Dalam menyusun dan



menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan SAP. Dalam menyajikan
laporan keuangan yang berkualitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganut
Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah yang berupa : (1) Relevan; (2) Dapat diandalkan; (3) Dapat
dibandingkan; (4) Dapat dipahami. Dalam pencapaian tujuannya pemerintah
melakukan upaya dalam beberapa hal seperti peningkatan kinerja.

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keungan pemerintah, dengan demikian SAP
merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar
Akuntasi Pemerintah berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem
pelaporan keungan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kasa menuju akrual
(cash toward accrual) menjadi basis akrual penuh (full accrual) dalam pengakuan
transaksi keuangan pemerintah.

Lamonisi (2016) menyatakan bahwa “penerapan basis akrual penuh (full
accrual) terhadap pengakuan transaksi keuangan diharapkan mampu memberikan
gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang
sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efesiensi, dan
pencapaian tujuan”. Pemenuhan kriteria terhadap kualitas laporan keuangan
menuntut agar pegawai pengelola keuangan dapat menghasilkan keuangan yang
sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang SAP. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya



ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional
pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efesiensi
suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan. Setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah
mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK),
diantaranya yaitu Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Opini Tidak Memberikan
Pendapat (TMP).

Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang
seorang auditor harus menyatakan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar
yang telah ditetapkan. Setiyanti (2013) menyatakan bahwa “Jika auditor
menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas
keseluruhan dari laporan keuangan maka auditor dapat memberikan pendapat
tidak penuh yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan”. Laporan
keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011 hingga 2016
mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat sangat berharga
bagi perbaikan kota Medan agar berusaha untuk lebih keras dan lebih serius dalam
mengelola laporan keuangan daerah agar penyerahan laporan keuangan untuk
tahun berikutnya dapat diserahkan tepat waktu.

Dalam memainkan perannya audit internal juga bertujuan untuk membantu
meningkatkan keuntungan melalui saran-saran yang objektif dan bermutu dan
juga pengamanaan harta, penyajian data yang akurat dan reliabel, serta
peningkatan efesiensi perusahaan maupun mendorong ditetapkannya secara benar

segala bentuk kebijakan-kebijakan atau ketentuan peraturan pemerintah yang



berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kemajuan pemerintah. Audit
internal juga merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan
objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkat kegiatan
operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang
sistematis dan teratur untuk menevaluasi dan meningkatkan efektifitas
pengelolaan keuangan dan proses governance.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang sehat serta menciptakan
good governance juga harus diikuti dengan sumber daya aparatur yang
berkompeten. Namun masih sering terjadi permasalahan yang umum dalam
instansi pemerintah daerah untuk penataan personil, sering tidak sesuai dengan
kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Inaty dan Martiningsih
(2016) menyatakan bahwa “Kualitas laporan keuangan BPKAD dapat meningkat
jika sumber daya manusinya memiliki kompeten terhadap pengelolaan laporan
keuangan”. Sering terjadi keterlambatan dalam membuat laporan keuangan dan
juga sering terjadi ketidak sesuai dalam laporan keuangan dikarenakan
keterlambatan dalam menginput laporan setiap bulannya. Karena BPKAD sebagai
pembuat laporan keuangan adalah hasil konsolidasi dari selurun OPD (organisasi
perangkat daerah). Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki
setiap orang aparatur baik berupa pengetahuan, kerampilan, sikap dan perilaku
yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya.

Keuangan Negara diwajibkan dikelola oleh aparatur Negara yang
berkompeten secara tertib taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif,
efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan sebagai persyaratan dalam mendukung keberhasilan



penyelenggraan pemerintah Negara. Dalam mewujudkan hal tersebut instansi
memerlukan sistem pengendalian Intern yang kuat dan peran dari audit intern itu
sendiri agar dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dukungan sistem
pengendalian intern yang kuat tentunya dapat meningkatkan laporan keuangan
BPKAD. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan
atau kegiatan yang harus dilakukan terus menerus oleh pimpinan maupun seluruh
pegawai agar dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam terwujudnya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan
yang handal, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-
undangan.

Dari hal yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan yang saling berpengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah
dengan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan bahwa
Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur serta Peran Audit internal
dibutuhkan dalam rangka pengelolaan keuangan, yaitu penyusunan laporan
pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keungan Daerah. Standar Akuntansi
Pemerintah merupakan standar yang harus diikuti dalam penyajian laporan
keuangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Taswan (2010)
menyatakan bahwa “Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan
yang untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi perusahaan secara
menyeluruh termasuk perkembangan usaha dan kinerja, atau seluruh informasi
yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan kepada

publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan”.



Dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah maka diharapkan
laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk
penilaian kompetensi aparatur. Moeheriono (2009) menyatakan bahwa
“kompetensi aparatur merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang
mengidetifikasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan
yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang. Dan dapat dievaluasi
oleh seorang audit internal secara objektif untuk menetapkan suatu kewajaran
laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal diatas, maka penulis tertarik untuk membahas serta
membuat suatu tulisan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit
Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Ildentifikasi Masalah
Adapun indentifikasi masalah yang akan dibahas penulis sebagai berikut :

a. Sering terjadi keterlambatan dalam menginput laporan keuangan sehingga
tidak memiliki kompetensi yang baik dan banyak laporan yang tidak
sesuai dikarenakan keterlambatan dalam menyusun laporan keuangan.

b. Terdapat hubungan yang saling berpengaruh antara Standar Akuntansi

Pemerintah dengan laporan keuangan.



2.

Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada variabel Pengaruh Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

2.

3.

Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ?

Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kualitas Informasi
Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ?

Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Informasi
Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ?

Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur
dan Peran Audit Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas
Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

a.

Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Sumatera Utara.

Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur secara parsial
berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera
Utara.

Untuk mengetahui pengaruh Peran Audit Internal secara parsial
berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera
Utara.

Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,
Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal secara simultan
berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera

Utara.



2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penerapan
standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal
terhadap kualitas informasi laporan keuangan serta dapat dijadikan sebagai
bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau
lebih lanjut.
b. Manfaat praktis
Sebagai bahan pertimbangan dan memberikan saran yang berguna kepada
BPKAD Provinsi Sumatera Utara mengenai kualitas informasi laporan

keuangan sehingga laporan keuangan dapat berjalan dengan efektif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wahida N (2015),
Universitas Hasanuddin “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara”. Sedangkan penelitian ini berjudul
“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan
Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara”.

Perbedaan penelitian ini terletak pada:



1.
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Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel
bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1), Aksesibilitas Laporan
Keuangan Daerah (X3), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Sedangkan penelitian ini menggunakan 3
(tiga) variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3),
Kompetensi Aparatur (X2), Peran Audit Internal (X3), serta 1 (satu) variabel
terikat yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y).

Wilayah penelitian : wilayah penelitian terdahulu di Kabupaten Konawe
Utara, sedangkan wilayah penelitian ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2015. Sedangkan
penelitian ini tahun 2018.

Perbedaan variabel penelitian, wilayah penelitian dan waktu penelitian
menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin

dengan baik.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah Pasal 9 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini
maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku. Pengertian Standar Akuntansi
Pemerintah terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang
Berbunyi : “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah, terdapat 8 (delapan) prinsip akuntansi dan laporan keuangan
pemerintah, yaitu :

a. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah
basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan
ekuitas. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan mewajibkan
disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib
menyajikan laporan.

b. Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar

nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada
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saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat
diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai
wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah di
otorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan
digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih merupakan laporan
yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja berbasis kas diakui setelah
diotorisasikan melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi
periode-periode pelaporaan sehingga Kinerja entitas dapat diukur dengan
posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang
digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran

juga diajurkan.
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f.  Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapakan pada kejadian yang serupa dari
periode-periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode
akuntansi ke metode akuntansi lainnya.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutukan oleh
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan
atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang memiliki
kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah di indonesia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah juga bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan
pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah,
termasuk mendukung pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah ini sangat diperlukan untuk menjamin

konsistensi dalam pelaporan keuangan dan untuk menghindari timbulnya
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implikasi negatif tentang rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam
pengauditan. Dalam rangka mewujudkan transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara/Daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang berupa laporan
keuangan. Bentuk dan isi laporan-laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintah.

2.  Kompetensi Aparatur

a. Pengertian Kompetensi

Wibowo (2008) menyatakan bahwa “Kompetensi adalah suatu
kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang
dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang
dituntut oleh pekerjaan tersebut”. Moeheriono (2009) mengungkapkan
“Kompetensi  adalah  sebuah  karakteristik  dasar  seseorang  yang
mengidentifikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik
kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu

periode tertentu.

b. Jenis Kompetensi

Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 UU no 5 tahun 2014 ayat (1)
meliputi :
1) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,

pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman berkerja secara teknis;



2)

3)
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Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan

Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga

memiliki wawasan kebangsaan.

Dalam kompetensi juga terdapat beberapa komponen utama pembentuk

kompetensi, yaitu :

a)

b)

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang
pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang
yang digelutinya (tertentu). llmu atau informasi yang dimiliki seseorang
pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan.
Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas
dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai
dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan berkerja sama dengan
memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau
kelompok.

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam
peran melaksanaakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan
peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung
pencapaian organisasi maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan

kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah yang

dilaksanakan dalam suatu sistem diklat berbasis kompetensi dan dikembangkan

dengan prinsip dasar sebagai berikut :
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(1) Berorientasi pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan;

(2) Mendorong peningkatan kinerja organisasi dan perkembangan karier
aparatur;

(3) Berbasis pada kompetensi kerja penyelenggaraan pemerintah;

(4) Tanggung jawab bersama antara aparatur, pemerintah, dan masyarakat;

(5) Bagian dari perkembangan profesionalisme aparatur secara berkelanjutan;
dan

(6) Diselenggrakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

c. Pengertian Aparatur

Aparatur menurut kamus besar bahasa indonesia (2015) aparatur adalah
perangkat pemerintah para pegawai negeri atau alat kelengkapan negara terutama
meliputi bidang kelembagaan, ketalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai
tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

Aparatur memiliki tugas pokok yaitu :

(a) Perecanaan program pengawasan merupakan suatu perumusan kebijakan
teknis dibidang pengawasan.

(b) Fasilitas pengawasan sebagai penunjang penyelenggraan pemerintah
daerah dibidang pengawasan.

(c) Pemeriksaan, pengurusan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
merupakan pelaksanaan pengelolaan bidang administrasi, kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dari pelaporan.

(d) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan merupakan tugas audit.
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3. Peran Audit Internal

Audit internal terdapat dalam perusahaan yang relatif besar dimana
pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian seksi, atau satuan
organisasi yang lain. Diantaranya adalah hotel yang memiliki banyak departemen,
serta bagian-bagian yang lainnya untuk menjalankan segala aktifitas yang ada di
hotel. Bila perusahaan terdiri dari beberapa departemen maka pimpinan dapat
mendelegasikan wewenang pada kepala-kepala unit operasi tersebut.

Audit internal mempunyai tujuan yaitu membantu meningkatkan
keuntungan perusahaan melalui saran-saran yang objektif dan bermutu dan juga
pengamanan harta perusahaan, penyajian data yang akurat dan reliabel, serta
peningkatan efesiensi perusahaan maupun mendorong ditetapkannya secara benar
segala bentuk kebijakan perusahaan dan peraturan pemerintah yang berhubungan
dengan kelangsungan hidup dan kemajuan pemerintah.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) “Audit
internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif
yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan
operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang
sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan resiko, pengendalian dan proses governance”.

a. Jenis Audit

Jenis audit terdiri dari tiga macam yaitu :

1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audits)
Audit Laporan Keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan

keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria
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tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1Al).

Audit Laporan Keuangan ini merupakan informasi yang ada dalam laporan
keuangan. Bukti audit yang tersedia dapat berupa dokumen, catatan dan data yang
berasal dari sumber-sumber diluar. Pengguna laporan keuangan yang dihasilkan
oleh akuntan independent tersebut biasanya untuk pihak ekstern, seperti analisis
keuangan, kreditor, supplier, investor dan pemerintah.

2) Audit Operasional (Operational Audits)

Adapun Audit Operasional karakteristik sebagai berikut:
a) Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai efektivitas suatu unit

atau fungsi.

b) Pengukuran efektivitas didasarkan pada bukti — bukti dan standar
pemerintah.

c) Sifatnya investigatif.

d) Obyek pemeriksaan meliputi semua aspek operasi keuangan.

e) Operasional audit dapat ditujukan untuk keseluruhan atau salah satu

departement dari suatu perusahaan.

Audit laporan keuangan dan audit operasional adalah pada tujuan
pengujian. Audit laporan keuangan menekankan apakah informasi laporan
keuangan disajikan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Sedangkan Audit operasional menekankan pada ekonomisasi, efesiensi, dan

efektivitas yang mencakup beranekaragam aktivitas yang luas, yang berhubungan
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dengan performa yang akan datang. Audit operasional dapat dilakukan oleh

Internal Auditor, Akuntan Pemerintah dan Kantor Akuntan Publik.

3) Audit Kepatuhan (Compliance Audits)

Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah auditee telah
mengikuti kebijakan prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang
otorisasinya lebih tinggi. Tanggung jawab auditor adalah menguji dan melaporkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bervariasi sesuai dengan
syarat perikatan. Auditor harus menerapkan kemahiran profesionalnya secara
cermat dan seksama untuk memastikan  bahwa auditor dan manajemen
memahami tipe perikatan yang harus dilaksanakn auditor. Informasi terukur
dalam audit kepatuhan misalnya, data mengenai pelaksanaan kebijakan, peraturan,
prosedur, pengangkatan, pengupahan, pemberhentian pegawai, pelaporan SPT

pajak dan pelaksanaanya.

4. Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan alat yang menunjukan kinerja dari Kepala

Daerah untuk bertaggungjawab atas wewenang yang telah diberikan kepadanya
dalam mengelola organisasi yang ada dibawah kepemimpinanya. Kualitas
diartikan sebagai kesesuaian dengan standar yang diukur berbasis kadar
ketidakpastian dan dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan sektor publik
berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta. Pada hakekatnya, laporan
keuangan digunakan penggunanya untuk pengambilan keputusan serta
mengadakan evaluasi atas sumber daya yang digunakan.

Kualitas laporan keuangan daerah diartikan sebagai suatu proses

pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode
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merupakan bentuk pertanggungjawab pemerintah kepada rakyat atas dana publik
dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah selaku
penyedia laporan keuangan daerah harus menyediakan informasi yang akurat,
relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah pemerintah memerlukan
suatu standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut.

Informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi
kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh sebab itu, keuangan
tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing
kelompok pengguna, namun disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan
dan informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam
situasi tertentu tanggal laporan dapat berubah dan laporan keuangan tahunan
disajikan dengan satu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu
tahun.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi
lainnya dalam dokumen. Pernyataan SAP hanya berlaku untuk laporan keuangan
dan bukan untuk informasi lainnya yang disajikan dalam suatu laporan tahunan.
Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan harus dapat membedakan informasi
yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintah dan informasi lainnya yang
bukan merupakan subjek yang diatur dalam pernyataan standar ini. Karakteristik
laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah adalah:
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a. Relevan

Laporan Keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan
serta menegaskan atau mengkoreksi hasil koreksi masa lalu. Dengan demikian
informasi  keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud
penggunaannya. Adapun informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki:

1) Memiliki manfaat umpan balik (Feedback)
2) Memiliki manfaat prediksi (Predictive Value)
3) Tepat waktu (Timeliness)

4) Lengkap (Completeness)

b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial akan
menyesatkan, informasi yang andal harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan netralitas

c. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan diperiode sebelumnya atas laporan

keuangan lainnya.

d. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami

oleh para penggunanya dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan istilah yang
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disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna yang diasumsikan memiliki
pengetahuan atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

Pentingnya kualitas dari laporan keuangan akan berguna untuk
memudahkan pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan
keuangan tersebut. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan
memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta
akuntansi. Bagi pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan yang
berkualitas merupakan suatu kewajiban. Kualitas laporan keuangan daerah akan
mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Indikator dari
laporan keuangan daerah yang berkualitas adalah dengan mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut referensi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

Nama Hasil
No | Peneliti/ Judul Variabel X Variabel Y Model Analisis o
Penelitian
Tahun
Pengaruh Penerapan Kualitas Regresi Linear Hasil
Penerapan Sistem Laporan Berganda penelitian
Sistem Akuntansi Keuangan menunjukkan
Akuntansi Keuangan Pemerinah bahwa sistem
Keuangan Pemerintah Daerah akuntansi
Pemerintah Daerah pemerintahan
Daerah daerah
Angga | Terhadap berpengaruh
Dwi Kualitas terhadap
1 Permadi | Laporan kualitas
(2013) Keuangan laporan
Pemerinah keuangan
Daerah pemerintah
(Studi Kasus daerah yang
Pada Dinas dihasilkan.
Bina Marga
Provinsi
Jawa Barat).
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Pengaruh
Sumber
Daya
Manusia
Bidang
Akuntansi
Dan Sistem
Pengendalian
Internal

Sumber Daya
Manusia
Bidang
Akuntansi
Sistem
Pengendalian
Internal

Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemeritah
Daerah

Regresi Linear
Berganda

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
kompetensi
sumber daya
manusia
bidang
akuntansi dan

. Terhadap sistem
2 W'?’urlt ti Kualitas pengendalian
('20'353; : Laporan internal _

Keuangan akuntansi
Pemeritah memiliki
Daerah pengaruh
(Studi Kasus signifikan
Pada Dinas terhadap
Pengelolaan kualitas
Keuangan laporan
Dan Aset keuangan
Daerah Kota pemerintah.
Bandung).
Pengaruh Penyajian Akuntabilitas | Regresi Linear Hasil
Penyajian Laporan Pengelolaan | Berganda penelitian ini
Laporan Keuangan Keuangan menunjukkan
Keuangan Daerah Daerah bahwa
Daerah Dan . Aksesibilitas penajian
Aksesibilitas Laporan laporan
Laporan Keuangan keuangan
Keuangan Daerah daerah dan
Daerah aksesibilitas
Terhadap laporan
Akuntabilitas keuangan
Pengelolaan secara
Keuangan individu

3 Wahida N | Daerah maupun

(2015) Kabupaten secara

Konawe bersama-sama
Utara atau serempak

berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
aksesibilitas
pengelolaan
keuangan
daerah di
Kabupaten
Konawe
Utara.

Sumber: Penulis, 2018
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C. Kerangka Konseptual

Peraturan Permerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dan Renyowijoyo (2008) menyatakan “Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Menurut Moeheriono (2009)
mengungkapkan “Kompetensi adalah sebuah karakteristik dasar seseorang yang
mengidentifikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik
kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu
periode tertentu”. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004)
“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan
objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan
kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan
yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan resiko, pengendalian dan proses governance”.

Taswan (2010) menyatakan bahwa ‘“Pembuatan laporan keuangan adalah
suatu bentuk laporan yang untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi
perusahaan secara menyeluruh termasuk perkembangan usaha dan Kinerja, atau
seluruh informasi yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi
keuangan kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
keuangan”. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan
sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi bila diubah kedalam

konteks yang memberikan makna. Dan Kualitas laporan keuangan daerah
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diartikan sebagai suatu proses pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan
yang terjadi selama satu periode merupakan bentuk pertanggungjawab pemerintah
kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Oleh
karena itu, pemerintah selaku penyedia laporan keuangan daerah harus
menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya.
Untuk itulah pemerintah memerlukan suatu standar yang digunakan untuk
menyusun laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini maka ada hubungan antara
penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran audit internal
terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka

dapat dilihat kerangka konseptual sebagai berikut.

Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah

(X1)

Kualitas Informasi
Laporan Keuangan
(Y)

A

Kompetensi Aparatur
(X2)

Peran Audit Internal
(Xa3)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



26

D. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang

masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenaranya. Dantes

(2012) menyatakan bahwa “Hipotesis adalah praduga atau asumsi Yyang

diperkirakan secara fakta diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan

dalam bentuk data atau pertanyaan yang dapat diuji”. Dari pengertian tersebut,

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara parsial
Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Kompetensi Aparatur berpengaruh secara parsial Terhadap Kualitas
Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Peran Audit Internal berpengaruh secara parsial Terhadap Kualitas Informasi
Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran
Audit Internal berpengaruh secara simultan Terhadap Kualitas Informasi
Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada metode penilitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah
bersifat asosiatif, yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel
atau lebih. Penelitian ini akan membangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk
menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu peristiwa (Rusiadi, et
al,2013:14). Dilakukannya penilitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal
Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan P. Diponegoro No. 30
Telp. 4156000, Medan.
2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2018 — Februari 2019,

dengan format pada tabel 3.1 sebagai berikut:

27



Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian 28

No

Kegiatan

Februari Maret April Mei Juni Juli Maret

112(3(4(1(2|3|411|2|3|4]1]2|3|4|1|2|3|4(1]2|1]|2

Pengajuan
Judul

Penyusunan
Proposal

Seminar
Proposal

Perbaikan
Proposal

Pengolahan
Data

Penyusunan
skripsi

7

Bimbingan
skripsi

8

Sidang meja
hijau

Sumber : Penulis, 2019

C. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi
Menurut Ghozali (2013) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

sejumlah 37 responden.

2. Sampel
Menurut Ghozali (2013) “Sampel adalah sebagian dari populasi yang

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.
Dalam penentuan sampel penelitian ini saya menggunakan teknik sampel
sensus hal ini dikarenakan jumlah responden dibawah 100 (Ghozali, 2013).

Sampel sensus digunakan apabila jumlah populasi dibawah 100 dengan menarik
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seluruh populasi untuk dijadikan sampel di dalam. Sehingga sampel di dalam

penelitian saya berjumlah 37 responden.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
berdasarkan dari sumber data primer. Yang dimana data primer memiliki definisi
data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Pada pegawai bagian Akuntansi (14
pegawai), Anggaran (6 pegawai), Kas (10 pegawai) dan Aset (7 pegawai) di
BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

D. Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian
ini menggunakan 3 (tiga) varibel bebas yaitu, Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah (X1), Kompetensi Aparatur (Xz), Peran Audit Internal (X3) dan 1
(satu) variabel terikat yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh

variabel dari suatu faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dalam penelitian

ini adalah:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No Variabel Indikator Deskripsi Skala

1. Penerapan Standar 1. Basis akuntansi Standar Akuntansi

Akuntansi Pemerintah 2. Prinsip nilai Pemerintah (SAP) Likert
(X1) 3. Pr!ns!p realisasi . merupakan prinsip —
f. Prinsip SUbSt.anS' prinsip akuntansi yang
mengungguli
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bentuk formal

5.  Prinsip periodisitas

6.  Prinsip kosistensi

7. Prinsip
pengungkapan
lengkap

Sumber: PP nomor 71
tahun 2010 tentang
standar akuntansi
pemerintah

diterapkan dalam
menyusun dan
menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Sumber: PP Nomor 71
Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi
Pemerintah,
Renyowijoyo (2008)

Kompetensi Aparatur
(X2)

1. Kemampuan
berpikir

2. Memahami
pekerjaan dengan
baik

3.  Kemampuan

Kompetensi aparatur
merupakan sebuah
karakteristik dasar
seseorang yang
mengidentifikasikan

merencanakan cara berpikir, bersikap,
4. Kemampuan dan bertindak serta
berkerja sama menarik kesimpulan
dengan kelompok | yang dapat dilakukan Likert
o Kemampuan | 4an dipertahankan oleh
mengendalikan diri q K
6. Komitmen seseorang pada wa tu
terhadap pekerjaan | Periode tertentu.
7. Inisiatif
Sumber: Prayitno Sumber: Moeheriono
(2003) Dalam Maarif (2009)
(2003)
Peran Audit Internal (X3) 1.  Independensi Audit Internal adalah
2. Kemampuan kegiatan assurance dan
8 Er_ofeksionalk . konsultasi yang
. ingkup pekerjaan | :
4. Pelgksaelgan : independen dan
kegiatan objektif, yang
5. Bagian pemeriksa | dirancang untuk
keuangan memberikan nilai
tambah dan
meningkatkan kegiatan )
J J Likert

Sumber: Herry (2010)
Dalam Tugiman (2006)

operasi organisasi
untuk mencapai
tujuannya, melalui
suatu pendekatan yang
sistematis dan teratur
untuk mengevaluasi
dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan
resiko, pengendalian
dan proses gorvenance.
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Sumber: Konsorsium
Organisasi Profesi
Audit Internal (2004)

4. Kualitas Informasi 1. Proses pelaporan Kualitas informasi
Laporan Keuangan 2. Pencatatgn laporan keuangan
transaksi adalah proses
(¥) 8. l(;/lttengumpulkan pencatatan, suatu
" Pznaggolongan proses dari transaksi
transaksi untuk keuangan yang terjadi
penyajian selama satu periode
5. Menyajikan merupakan bentuk
informasi pertanggungjawab
6. Memiliki kualitas pemerintah kepada Likert
7 Elixz::)l;ayifpahami rakyat atas dana publik
8 Andal dari pajak, retribusi
0. Dapat atau transaksi lainnya.
dibandingkan
10. Relevan

Sumber: Permana
Sumber:PP Nomor 71 | (2011)

Tahun (2010,) Harahap
(2008)

Sumber: Penulis, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis membuat sejumlah
bentuk pertanyaan yang diajukan kepada respoden dengan menggunakan skala
likert dengan checklist.
2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang

diteliti dengan mencermati dokumen-dokumen yang ada. Teknik ini dimaksudkan



32

untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah

benar dan memperoleh gambaran nyata mengenai kegiatan yang dilakukan.

3. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang
pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari tangan pertama dan untuk

menguji hasil pengumpulan data lainnya.

F. Teknik Analisis Data
1. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidak validnya suatu
kuisioner. Suatu kuisioner atau angket merupakan penelitian yang dinyatakan
valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuisioner tersebut. Untuk menguji validitas dari pertanyaan kuisioner
digunakan rumus krelasi rank spearman. Korelasi rank spearman digunakan
apabila data untuk kedua variabel yang akan diuji dapat berasal dari sumber yang
tidak sama, jenis data berupa data likert. Sugiono (2012), menyatakan bahwa “Uji
validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor total yang dihasilkan
oleh masing - masing responden dengan skor masing - masing pertanyaan.
Pertanyaan atau kuisioner dapat dinyatakan valid jika skor total

menunjukan korelasi lebih besar (>) 0.30 atau lebih. Pertanyaan penelitian ini juga



33

dapat dinyatakan valid apabila mempunyai nilai r hitung lebih besar dari tabel
pada taraf signifikan 5%. Uji validitas ini dilakukan peneliti dengan program

SPSS vesir.23.0.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil
pengujian telah cocok apabila dilakukan dua kali atau lebih dari peristiwa yang
sama. Uji ini hanya dilakukan pada pertanyaan yang dinyatakan valid dalam uji
validitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s
Alpha,dengan bantuan SPSS.

Menurut Ghozali (2011), pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai
Cronbach’s Alpha lebih besar (>) 0.70. Semakin tinggi koefisien alpha, berarti
semakin baik pengujian suatu pertanyaan. Semakin dekat koefisien alpha pada

nilai 1 berarti isi pertanyaan dalam koefisien semakin reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda,
maka data terlebih dahulu harus melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji
Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Heterokedastisitas.
a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel penganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak. Model

regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal.
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Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik)
pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai
berikut :
1) Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak
mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas.
b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya Kkorelasi antar variabel bebas (independen). Uji
multikolinieritas ini dilakukan agar peneliti mengetahui ada tidaknya variabel
bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lainnya dalam satu model.
Model regresi yang baik seharusnya adalah yang tidak terjadi korelasi di antara
variabel — variabel bebas. Cara untuk mengetahui atau mendeteksi adanya uji
multikolinieritas dengan cara melihat tabel VIF (Variance Inflation Factor). Jika
nilai tolerance lebih tinggi dari 0.10 (di atas 0.10) dan nilai VIF (Variance
Inflation Factor) lebih kacil dari 10 (dibawah 10) maka dapat dikatakan terbebas
dari multikolonieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji atau mengetahui
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu model yang
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terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
tetap atau disebut homokedastisitas.

Cara menganalisisnya adalah Jika pola gambar scatterplot model tersebut :

a) Titik-titik data yang menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0.

b) Titik-titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.

c) Penyebaran titik - titik data yang tidak boleh membentuk pola
bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

d) Penyebaran titik - titik data sebaiknya tidak berpola.

3) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi tujuannya untuk memperkirakan atau meramalkan nilai
dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui
melalui persamaan garis regresinya. Sedangkan regresi linear berganda adalah
dimana regresi variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan dengan lebih
dari satu variabel bebas tetapi masih menunjukan diagram hubungan yang linear.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, untuk
mengetahui hubungan positif maupun negatif dari variabel — variabel independent
terhadap variabel dependent, maka peneliti menggunakan regresi linear berganda

dengan rumus:

Y =a+ b Xy +boXo+ bsXs+e

Keterangan :
Y = Kualitas informasi laporan keungan
a = Konstanta

b = Koefisien regresi berganda



36

X1 = Penerapan standar akuntansi pemerintah
X2 = Kompetensi Aparatur

X3 = peran audit internal

e = Error

4) Pengujian Hipotesis
a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel
bebas (penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran audit
internal) terhadap variabel terikat (kualitas informasi laporan keuangan) dengan

rumus:

Keterangan :

F'xy  :korelasi xy yang ditemukan
n : jJumlah sampel

t  thitung Yang selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel ttapel dengan taraf

signifikan 5% uji dua buah pihak dan dk = n-2

Dengan kriteria :
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1) Jika tabel coefficient memiliki nilai signifikan > dari 0,05 dan nilai thitung

< ttabel, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan

variabel terikat.

2) Jika tabel coefficient memiliki nilai signifikan < dari 0,05 dan thitung >

ttabel, maka ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel

terikat.
b. Uji Hipotesis Serempak (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan
standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan peran audit internal

secara bersama-sama terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Pengujian ini

dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftapel . Jika Fhitung >

Ftabel, maka HO diterima yang berarti variabel independen secara bersama - sama

mempengaruhi variabel dependen.
c. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar
hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien
determinasi menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa
dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Nilai koefisien
determinasi antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka O berarti kemampuan
variabel - variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi
jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel - variabel bebas memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.  Deskripsi Objek Penelitian
a. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
yang ditindak lanjuti dengan Peraturan DaerahNomor 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan
Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang
merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera
Utara dan Biro Perlengkapan Aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang
bertugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah,
melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian
pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)

serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

38
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2)

3)

4)

5)

b.
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Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan
pengendalian  pelaksanakan kebijakan kepala daerah dibidang
perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset.

Penyelenggaraan pengolahan bahan/ data untuk penyempurnaan dan
penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah.

Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Adapun visi dan misi dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah

(BPKAD) provinsi sumatera utara adalah sebagai berikut:

1)

Visi

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional,

akuntabel, dan transparan, berbasis teknologi informasi serta sesuai dengan

ketentuan yang berlaku”.

2)

Misi

a) Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

b) Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas

dan transparansi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
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c) Mewujudkan sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
berbasis teknologi informasi.
c.  Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara
Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi sumatera

utara merupakan tipe A, maka struktur BPKAD adalah sebagai berikut:

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN PROGRAM
KEPEGAWAIAN AKUNTABILITAS,
DAN INFORMASI
PUBLIK
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG ASET
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI
ANGGARAN DAN KAS DAERAH
BIDANG || BIDANG ASET
SUB BIDANG OB BIOANG AKUNTANSI |
PENGELOLAAN = Lt {1 orpBENDAHARAAN |
ANGGRAN | SIDANG SUB
AKUNTANSI 1T | BIDANGANALISIS
SUB BIDANG SUB BIDANG DAN K:;‘E:UHAN
PENGELOLAAN |1 |—| PERBENDAHARAAN
ANGGRAN I 1 BIDANG oA
AKUNTANSI 111 ] PEEGHAPUSEN
SUB BIDANG || SUB BIDANG KAS ASET
PENGELOLAAN DAERAH
ANGGRAN 111

UPTD

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara, 2018

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD
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d.  Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah,
melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian
pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)

serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang
perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset.

2) Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan
penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah.

4) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Badan mempunyai uraian tugas, yaitu:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai
bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah.

Menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD.

Menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD.

Menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah.

Menyelenggarakan penetapan SPD.

Menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah.

Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

10) Menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah.

11) Menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah.

12) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah dengan unit kerja agar kegiatan tersebut

dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
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13) Menyelenggarakan kegiatan — kegiatan pada badan mulai dari perencanaan
sampai dengan evaluasi agar program — program dapat terlaksana sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Badan

melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1)  Sekretaris

2)  Bidang Penggelolaan Anggaran

3) Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah

4)  Bidang Akuntansi

5) Bidang Aset

6)  Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak

7)  Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Wilayah |

8)  Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Wilayah Il

2.  Pengujian Validitas Dan Reliabilitas

a.  Pengujian Validitas

Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid
atau, tidak yaitu dengan cara membandingkan dengan r-tabel = 0.30. Apabila
korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.30 maka butir dalam
pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Sebaliknya jika r-niung> dari r-tapel

maka dinyatakan valid.
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Butir
No Variabel Korelasi (r-hitung) r-tabel Keterangan
Pertanyaan
1. Penerapan Butir 1 0.512 0.30 Valid
Standar
Akuntansi Butir 2 0.627 0.30 Valid
pemerintah
(X1)

Butir 3 0.551 0.30 Valid

Butir 4 0.468 0.30 Valid

Butir 5 0.599 0.30 Valid

Butir 6 0.591 0.30 Valid

2.| Kompetensi Butir 1 0.592 0.30 Valid

Aparatur (X2)

Butir 2 0.613 0.30 Valid

Butir 3 0.557 0.30 Valid

Butir 4 0.429 0.30 Valid

Butir 5 0.717 0.30 Valid

3.| Peran Audit Butir 1 0.612 0.30 Valid

Internal (Xs)

Butir 2 0.548 0.30 Valid

Butir 3 0.646 0.30 Valid

Butir 4 0.512 0.30 Valid

Butir 5 0.544 0.30 Valid
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4, Kualitas Butir 1 0.658 0.30 Valid
Informasi
Laporan Butir 2 0.624 0.30 Valid

Keuangan ()

Butir 3 0.603 0.30 Valid
Butir 4 0.706 0.30 Valid
Butir 5 0.501 0.30 Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan maupun
pernyataan dinyatakan valid. Dari uji tersebut ternyata koefisien korelasi semua
butir lebih besar dibandingkan dengan r-tabel yaitu 0.30 sehingga seluruh butir

pertanyaan dinyatakan valid serta dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

b.  Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur
dalam penggunaannya. Dengan kata lain, untuk mengetahui kestabilan dan
konsistensi responden dalam menjawab butir-butir yang berkaitan dengan
pertanyaan yang disusun dalam suatu bentuk kuisioner. Reliabilitas suatu variabel

dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach’s alpha yang lebih besar

(>) 0.6.
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas
. Nilai Cronbach’s .

Variabel Batas Reliabilitas Keterangan

Alpha
Penerapan Standar
Akuntansi 0.717 0.60 Reliabel
Pemerintah(X1)
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Kompetensi 0.720 0.60 Reliabel
Aparatur (Xz)

Peran Audit 0.717 0.60 Reliabel
Internal(Xs)

Kualitas Informasi
Laporan 0.741 0.60 Reliabel
Keuangan(Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Cronbach’s Alpha untuk
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) nilai reliabilitasnya sebesar 0.717,
Kompetensi Aparatur (X2) nilai reliabilitasnya sebesar 0.720, Peran Audit Internal
(X3) nilai reliabilitasnya sebesar 0.717, dan untuk Kualitas Informasi Laporan
Keuangan (Y) nilai reliabilitasnya sebesar 0.741. Melihat masing-masing nilai
reliabilitas diatas menunjukkan reliabilitas yang cukup memadai.

3. Pengujian Asumsi Klasik
a.  Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi,
variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi
yang baik yaitu nemiliki data yang terdistribusi normal. Data yang normal adalah
keharusan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Uji normalitas data untuk
penelitian ini menggunakan uji One Sampel Komogorov-Smirnov Test.

Tabel 4.3 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 37

Normal Parameters®? Mean ,0000000

Std. Deviation 1,39455462
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Most Extreme Absolute ,090
Differences
Positive ,090
Negative -,090
Kolmogorov — Smirnov Z ,090
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200¢4

. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig bernilai 0,200 atau lebih besar dari 0,05,
sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini
berdistribusi normal.

Dari hasil pengolahan data menghasilkan pula sebuah grafik P-P Plot.
Hasil garfik ini juga dapat berguna untuk membuktikan bahwa data memiliki
distribusi normal.

Gambar 4.2 Uji Normalitas Data
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: KILK
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Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan grafik normal P-P Plot pada gambar diatas, menunjukkan
bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal
plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya juga

mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

b.  Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Ada tidaknya
masalah multikolinearitas dalam sebuah model regresi dapat dengan nilai
variance inflation factor (VIF) dan nilai toleransi (tolerance). Apabila nilai
tolerance (>) 0.10 dan nilai VIF (<) 10 maka disimpulkan terbebas dari

multikolinearitas.
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficient?

Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF

1 | (Constant)

Penerapar_1 Standgr 732 1,366
Akuntansi Pemerintah

Kompetensi Aparatur
872 1,147

Peran Audit Internal ,763 1,311

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit
Internal lebih besar dari (>) 0.10 yaitu 0.732, 0.872 dan 0.763. Sedangkan untuk
nilai variance inflation factor (VIF)lebih kecil dari (<) 10 yaitu 1.366, 1.147 dan
1.311. Hal ini mengindentifikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara

variabel independent pada penelitian ini.

c.  Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Model regresi yang baik yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari



50

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut
homokedastisitas.

Untuk mengetahui terjadi atau tidakheterokedastisitas dalam model regresi
penelitian ini, dapat digunakan metode grafik plot antara lain prediksi variabel
terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas
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Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas
dan dibawah atau sekitar angka 0. Titik-titik tersebut tidak mengumpul hanya di
satu bagian saja. Penyebaran titik-titik juga tidak berpola. Sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
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Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan
antara variabel bebas dan terikat secara masing-masing. Hipotesis diterima jika
nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan hipotesisnya ditolak jika nilai
signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.5 Hsil Uji t (Uji Parsial)

Unstandardized | Standardize
Coefficients d
Coefficients
Std.
Model B Error Beta t Sig.
1 | (Constant) ,384 4,178 ,092 ,927
Penerapan
Standar 225| 146 235 1,537 134
Akuntansi
Pemerintah
Kompetensi
,289 ,160 ,253 1,805 ,080
Aparatur
Peran Audit | 151 | 168 375 2,506 017
Internal
a. Dependent Variabel : Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018
Berdasarkan tabel diatas mnunjukkan bahwa :

1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memperoleh nilai sig. Sebesar
0,134 > 0,05 dan nilai -thitung 1,537 < twanel 2,035, sehingga secara parsial
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

2) Kompetensi Aparatur memperoleh nilai sig. Sebesar 0,080 > 0,05 dan
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nilai -thiwng 1,805 < twner 2,035, sehingga secara parsial Kompetensi
Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi
Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

3) Peran Audit Internal memperoleh nilai sig. Sebesar 0,017 < 0,05 dan nilai
-thitng 2,506 >tianer 2,035, sehingga secara parsial Peran Audit Internal
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Sumatera Utara.

a. Uji Hipotesis Serempak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan
antara variabel bebas dan terikat secara bersama-sama. Apabila nilai signifikansi

0,05 berarti variabel bebas secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel

terikat.
Tabel 4.6 Hasil Uji F (Uji Simultan)
ANOVA?
Sum of
Model Squares df [Mean Square F Sig.
1 Regression
53,880 3 17,960 8,465 ,000P
Residual 70,012 33 2,122
Total 123,892 36

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pran Audit Internal, Kompetensi Aparatur, Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah
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Sumber : Hasil Pengolahan DataSPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh
X1,X2 dan X3 secara simultan terhadap Y sebesar 0,000< 0,05 dan nilai Fhitung
8,465> nilai Fuaner 2,92. Sehingga penulis menarik kesimpulan secara simultan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit
Internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas

Informasi Laporan Keuangan.
b.  Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien Determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen

dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil analisisnya :

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi

Model Summary®

Std. Error of the
Model R R Square Adjusted R Square Estimate

1 ,659? ,435 ,384 1,45656

a. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal, Kompetensi Aparatur,
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui nilai Adjusted R square sebesar
0,384 atau 38,4%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 38,4%
variabel dependen dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.

Sedangkan sisanya 61,6% bisa dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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Analisis Regresi Linear Berganda
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Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui pola atau bentuk

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama,

dengan menggunakan rumus Regresi Linear Berganda yaitu :

Keterangan :

Y

a = Konstanta

b

X1

X2

X3

e = Error
Berikut hasil

Y =a+bi Xy +bXo+bsXs+e

= Kualitas informasi laporan keungan

= Koefisien regresi berganda

= Penerapan standar akuntansi pemerintah

= Kompetensi Aparatur

= peran audit internal

koefisien regresi

menggunakan bantuan program SPSS:

Tabel 4.8 Koefisien Regresi Linear Berganda

berganda secara simultan dengan

Unstandardized
Coefficients

Model B Std. Error Sig.

1 | (Constant) ,384 4,178 ,092 ,927
Penerapan
itsggf;nsi 225 146 1,537 134
Pemerintah
Kompetensi ,289 ,160 1,805 ,080




Aparatur

Internal

Peran Audit

421

,168

2,506

,017

a. Dependent Variabel : Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Olahan SPSS, Penulis 2018
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Berdasarkan tabel, diketahui persamaan regresi berganda dari nilai-nilai

diatas yaitu :

a =0,384
X1 =0,225
X2 =0,289
X3 =0,421

Persamaan regresi berganda dari nilai-nilai diatas adalah:

Y =0,384 + 0,225X1 + 0,289X2 + 0,421 X3

Berdasarkan nilai-nilai regresi untuk variabel bebas tersebut diketahui

bahwa :

1. Konstanta sebesar 0,384 menunjukkan bahwa jika Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal

meningkat maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar

0,384.

2. Koefisien regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,225

menunjukkan bahwa setiap PSAP naik 1% maka Kualitas Informasi

Laporan Keuangan naik sebesar 0,225. Koefisien bernilai positif artinya
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terjadi hubungan positif antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

3. Koefisien regresi Kompetensi Aparatur sebesar 0,289 menunjukkan bahwa
setiap KA naik 1% maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik
sebesar 0,289. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif
antara Kompetensi Aparatur dengan Kualitas Informasi Laporan
Keuangan.

4. Koefisien regresi Peran Audit Internal sebesar 0,421 menunjukkan bahwa
setiap PAI naik 1% maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik
sebesar 0,421. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif
antara Peran Audit Internal dengan Kualitas Informasi Laporan
Keuangan.

B. Pembahasan

Pembahasan peneliti tentang hasil dari pengujian secara parsial dan
simultan:

1. Dari hasil pengujian variabel X secara parsial diketahui bahwa variabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) tidak memiliki pengaruh
terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini
sesuai dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar (0,134) yang > dari 0,05.
Selain itu penelitian ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
71 tahun 2010 yang menyatakan dengan adanya Standar Akuntansi
Pemerintah semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan

pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang
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berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya
sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan. Dan hasil
penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya mengenai
pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan
keuangan, seperti Kusumah (2012) dan Nugraheni dan Subaweh (2008), di
mana hasil penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan
standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada
Pemerintah Kota dipengaruhi oleh SAP. Demikian juga hasil penelitian
Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Dari hasil pengujian variabel X, secara parsial diketahui bahwa variabel
Kompetensi Aparatur (Xz) tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas
Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan nilai
signifikansinya yaitu sebesar (0,080) yang >dari 0,05. Hasil penelitian ini
tidak sejalan dengan Moeheriono (2009) mengungkapkan “Kompetensi
adalah sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasikan cara
berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat
dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.
Dan hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya seperti
Indriasari (2008) dalam Sukmaningrum (2012) membuktikan kapasitas
sumber daya berpengaruh terhadap keterpatuan dan keterandalan informasi
laporan keuangan Pemerintah Daerah dan penelitian Winidyaningrum dan

Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia



58

berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
Namun demikian hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian
Sukmaningrum (2012) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya
manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
Dari hasil pengujian variabel Xs secara parsial diketahui bahwa variabel
Peran Audit Internal (X3) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi
Laporan Keuangan (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan nilai signifikansinya yaitu
sebesar (0,017) yang < dari 0,05. Selain itu hasil penelitian ini sejalan
dengan Sukrisno Agoes (2013) Audit Internal merupakan pemeriksa yang
dilakukan secara sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dan
penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, yaitu hasil penelitian
Sari dan Raharja (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran
audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari hasil pengujian secara simultan, Penerapan Standar Akuntansi,
Kompetensi  Aparatur, Peran Audit Internalmenunjukkan pengaruh
Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Hal ini
sesuai dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar (0,000) <dari 0,05 dan nilai

Fritung 8,465> dari nilai Frapel 2,92.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal Tehadap

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil data yang telah dibahas

pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial tidak berpengaruh
terhadap kualitas informasi laporan keuangan, maka hipotesis 1 yang
diajukan ditolak. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai -thitung 1,537 dengan
nilai signifikan sebesar 0,134.

Kompetensi aparatur secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas
informasi laporan keuangan, maka hipotesis 2 yang diajukan ditolak. Hal
ini dibuktikan dari hasil nilai -thitung 1,805 dengan nilai signifikan sebesar
0,080.

Peran audit internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas
informasi laporan keuangan, maka hipotesis 3 yang diajukan diterima. Hal
ini dibuktikan dari hasil nilai -thiung 2,506 dengan nilai signifikan sebesar
0,017.

Penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran
audit internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi

laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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Provinsi Sumatera Utara, maka hipotesis 4 yang diajukan diterima. Hal ini
dibuktikan dari nilai Friung 8,465dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan variabel independen
yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan atau mempengaruhi
variabel dependen sebesar 38,4%. Sedangkan 61,6% lagi dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini.

Saran
Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini, yaitu :

Bagi penelitian selanjutnya dapat mengganti atau menambah beberapa
variabel independen atau variabel dependen.

Bagi penelitian selanjutnya untuk mencoba menggunakan sampel yang
lebih luas (pada BPKAD Provinsi lain) dengan jumlah responden lebih
banyak untuk dapat memberikan pengetahuan yang lebih utuh mengenai
pengelolaan keuangan di BPKAD.

Peneliti berharap agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyusun
laporan keuangan.

Peneliti berharap kompetensi aparatur dapat dijalankan dengan baik dan
tetap menjaga kedisiplinan pada saat berkerja.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian

lanjutan dengan tempat penelitian yang berbeda.
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